
BUPATI LANDAK 
PROVJNSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATILANDAK 
NOMOR (I TAHUN 20\9 

TENTANG 

PENYEMPURNAAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK 

TAHUN ANGGARAN 2019 (PERGESERAN ANGGARAN) 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LANDAK, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan-Peraturan Menteri teknis terkait Petunjuk Teknis Bantuan 
Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2019;  

b. bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Bupati Landak Nomor 16 Tahun 2016 tentang tata cara Pergeseran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penyempurnaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019 (Pergeseran Anggaran). 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 55 Tahun 



1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 1 5  Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;  

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
560 l ) ;  

1 1 .  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 8  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2 0 1 9  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8  Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6263); 

1 2.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 2 1 0 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 



13.  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4090); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagai mana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21  Tahun 2007 tentang Perubahan Ketigaatas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712) ;  

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 10 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

19 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 



Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011  tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 201 1  Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

24. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225); 

25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18  Tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 1  Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus 
Fisik (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 271 ) ;  

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2011  ten tang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1  Nomor 310); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 465); 

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511 ) ;  

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); 

31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk 
Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1015); 



32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 166/PMK.07 /2019 tentang Dana Alokasi Umum 
Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Juran Jaminan Kesehatan Penduduk Yang Didaftarkan Oleh 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1430); 

33. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 364/P/2019 tentang Perubahan 
Atas Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima 
Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011  tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Landak Tahun 2 0 1 1  Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 12); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 201 1  tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten 
Landak Tahun 2011 Nomor 5); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011  tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran 
Daerah Tahun 20 1 1  Nomor 6); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 201 1  tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011  Nomor 7); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 20 1 1  tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Landak Tahun 20 1 1  Nomor 9); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 201 1  tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011  Nomor 10); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 
2013 Nomor 25); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran 
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 6); 



43. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran 
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 10,  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 47); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Landak {Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Landak Nomor 57); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 60); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada 
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat {Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 
2017 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 62); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 20 13 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas 
Landak Barajaki (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor3); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 {Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 12) ,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 70; 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah 
Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 1 ,  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Landak Nomor 74); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2 0 1 1  tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak 
Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 80); 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Ka bu paten Landak Tahun 2018 Nomor 12); 



Menetapkan 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Dae rah Ka bu paten Landak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 
Nomor 10); 

53. Peraturan Bupati Landak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah 
Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 28 Tahun 2019 ten tang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Bupati Landak tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Landak (Berita 
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 584); 

54. Peraturan Bupati Landak Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 552); 

55. Peraturan Bupati Landak Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 
575); 

56. Peraturan Bupati Landak Nomor 4 7 Tahun 2019 ten tang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 
603). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG PENYEMPURNAAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2019 (PERGESERAN 
ANGGARAN). 

Pasal 1 

Penyempurnaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Pergeseran Anggaran) terdiri 
atas :  

(  1) Pendapatan 
a. semula Rp. 1.396.305.359.185,22 
b. bertambah/(berkurang) Rp 11.805.125.000.00 

Jumlah Pendapatan setelah penyempumaan Rp. 1.408.110.484.185,22 



(2) Belanja : 
l .  semula Rp. 1.454.877.632.712,85 
2. bertambah/(berkurang) Rp 11.805.125.000,00 

Jumlah Belanja setelah penyempurnaan Rp. 1.466.682.757.712,85 
Surplus/Defisit setelah penyempurnaan (Rp. 58.572.273.527,63) 

(3) Pembiayaan 
a. Penerimaan : 

I .  semula Rp. 65.572.273.527,63 
2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00 

Jumlah Pembiayaan Penerimaan setelah penyempurnaan Rp. 

b. Pengeluaran : 
1 .  semula Rp. 7.000.000.000,00 
2. bertambah/(berkurang) . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rp 0,00 

Jumlah Pembiayaan Pengeluaran setelah penyempurnaan Rp. 
Jumlah Pembiayaan Netto setelah penyempurnaan .Rp 
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN Rp 

65.572.273.527,63 

7.000.000.000,00 
58.572.273.527,63 

0,00 

Pasal2 

Penyempurnaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pergeseran Anggaran) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak. 
Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 2o VoVeler 20l 

NDAK, 

ARGRET NATASA 
Diundangkan di Ngabang pada tanggal 2o Mower 20\9 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK, 
( 

VINS�US 
BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2el9 NOMOR 61 
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